PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

J1. Pahlawan No. 9 Telpon 8311174 (20 saluran) Fax. 831126
Semarang 50243

Semarang, 9 Agustus 2022

Nomor : 180/0012912 Kepada :
. Seger
Ezlaiarfpiran ; ? (i(;ti) erlais Yth. Kepala Dinas Lingkungan
Hal . Hasil Pengkajian Analisis dan Hidup dan  Kehutanan
Evaluasi Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Tengah
Bidang Penyelenggaraan di -
Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup. SEMARANG

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 97C Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

1. Dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki
beberapa Produk Hukum Daerah terkait yaitu :

a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi
Jawa Tengah;

b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian
Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota Di Provinsi
Jawa Tengah;

c. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air
Limbah;

d. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005
tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan
Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di Provinsi
Jawa Tengah;

e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000
tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak
Tingkat Provinsi Jawa Tengah,;

f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001
tentang Baku Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa Tengah;
dan

g. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004
tentang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di
Provinsi Jawa Tengah.



2. Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam  Negeri terkait
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan
Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan perkembangan
peraturan perundang-undangan Kkhususnya Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup, telah dilakukan Pengkajian Analisis dan Evaluasi terhadap
Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1
dengan hasil :

a. Perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah yang mengatur mengenai :

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup; dan

2) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

b. Perlu disusun Rancangan Peraturan Gubernur yang
mencabut:

1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005
tentang Prosedur Penunjukan Laboratorium Lingkungan
Pemerintah Dan Laboratorium Lingkungan Swasta Di
Provinsi Jawa Tengah;

2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000
tentang Baku Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak
Tingkat Provinsi Jawa Tengah;

3) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001
tentang Baku Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa
Tengah; dan

4) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004
tentang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di
Provinsi Jawa Tengah.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana
dimaksud pada huruf a mendesak untuk dilakukan
mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
yang merupakan bagian dalam Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi
dasar penyusunan dan dimuat dalam Rencana Pembangunan
Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah.

d. Selanjutnya matrik hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi
Produk Hukum Daerah Bidang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana terlampir.



3. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta bantuan Saudara agar
melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a. Menindaklanjuti penyusunan Produk Hukum Daerah
dimaksud sesuai dengan hasil Pengkajian Analisis dan
Evaluasi Produk Hukum;

b. Mengoordinasikan pelaksanaannya dengan Biro Hukum
SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan  untuk
ditindaklanjuti.

TEMBUSAN :

Gubernur Jawa Tengah;

Wakil Gubernur Jawa Tengah,;
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Ketua Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.
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LAMPIRAN SURAT SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 180/0012912
PERIHAL . HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN

EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH
BIDANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP SEBAGAIMANA

TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG CIPTA KERJA SERTA PERATURAN PELAKSANAANNYA

Dalam rangka Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki beberapa Produk Hukum
Daerah terkait yaitu :

a.

b.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas
Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Tengah;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Baku Mutu Air Limbah;

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur
Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium
Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah;

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Baku
Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah:
Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku
Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa Tengah; dan

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Batas
Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah.

Dengan adanya perkembangan peraturan perundang-undangan khususnya

diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
serta Peraturan Pelaksanaannya, maka Produk Hukum Daerah sebagaimana
dimaksud pada angka 1 perlu dilakukan peninjauan kembali sehingga perlu
disusun:

a.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang mengatur
mengenai:

1) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan
2) Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.



b. Rancangan Peraturan Gubernur yang mencabut :

1) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Prosedur

Penunjukan Laboratorium Lingkungan Pemerintah Dan Laboratorium
Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa Tengah;

2) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Baku

Mutu Udara Emisi Sumber Tidak Bergerak Tingkat Provinsi Jawa Tengah;

3) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Baku

Mutu Udara Ambien Di Provinsi Jawa Tengah; dan

4) Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2004 tentang Batas

Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah;

3. Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2 diatur
dengan ruang lingkup pengaturan memperhatikan hasil Pengkajian Analisis
dan Evaluasi Produk Hukum secara umum sebagai berikut :

a. Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup :

1)

2)

3)

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009
tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja bahwa Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup yang merupakan bagian dalam Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi dasar penyusunan dan
dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah.

Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup (RPPLH) memuat rencana tentang :

a) pemanfaatan dan/atau pencadangan sumber daya alam;

b) pemeliharaan dan perlindungan kualitas dan/atau fungsi lingkungan
hidup;

c) pengendalian, pemantauan, serta pendayagunaan dan pelestarian
sumber daya alam; dan

d) adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim.

Selain muatan sebagaimana dimaksud pada angka 2, dalam Rancangan
Peraturan Daerah tentang RPPLH dimuat pula :

a) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air yang menjadi
bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 124 Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

b) Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara yang menjadi
bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 185 Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup;

¢) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Mutu Laut yvang disusun
dengan prinsip pengelolaan ruang laut secara terpadu dan menjadi
bagian dari Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup berdasarkan ketentuan Pasal 238 Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup.



S

" b. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup :

1)

2)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang
Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah, perlu dicabut
dan disusun Rancangan Peraturan Daerah baru yang mengatur

mengenai Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup memuat :

a) Penyelenggaraan kewenangan  Pemerintah  Daerah Provinsi
berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yaitu :

- Persetujuan Lingkungan;

- Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;

- Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;

- Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;

- Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup;

- Pengelolaan Limbah B3 dan Pengelolaan Limbah non B3;
- Dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup;
- Sistem Informasi Lingkungan Hidup;

- Pembinaan dan Pengawasan; dan

- Pengenaan sanksi administarif.

b) Pengaturan kebutuhan muatan lokal dalam perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup antara lain :
- Kerjasama/kemitraan dan sinergi dalam rangka pelaksanaan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- Kebutuhan muatan lokal lain yang bersifat teknis dalam
pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

c) Pencabutan beberapa Produk Hukum Daerah di Bidang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdampak Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007
tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa
Tengah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003
tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran
Air Lintas Kabupaten /Kota Di Provinsi Jawa Tengah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004
tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah.



4. Rincian Hasil Pengkajian Analisis dan Evaluasi :

Hasil Pengkajian Analisis Dan Evaluasi Produk Hukum terkait Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara terinci dalam bentuk
matrik sebagaimana terlampir.
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MATRIK HASIL PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH BIDANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA
DAN PERATURAN PELAKSANAANNYA

Dimensi  : Disharmoni Pengaturan dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021

Variabel : Definisi atau Konsep
‘ o mmmnmx A W!WOR%TMM! : ) iR

1 PENGENDALI PERDA PROVINSI JAWA TENGAH | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah | Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007
AN NOMOR 5 TAHUN 2007 TENTANG | Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian | tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi
LINGKUNGAN | PENGENDALIAN LINGKUNGAN | Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah | Jawa Tengah, perlu dicabut dan disusun Rancangan
HIDUP DI | HIDUP DI PROVINSI JAWA TENGAH, | sudah tidak sesuai lagi dengan | Peraturan Daerah baru yang mengatur mengenai
PROVINSI bahwa: perkembangan peraturan perundang- | Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
JAWA Pemerintah Daerah memiliki | undangan vaitu: Lingkungan Hidup yang susbtansinya mencakup
TENGAH wewenang: 1. UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta | tentang:

a. Menetapkan kebijakan Kerja a. Penyelenggaraan kewenangan Pemerintah
pengendalian lingkungan hidup | 2. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Daerah Provinsi berdasarkan UU Nomor 11
berdasarkan kebijakan nasional Penyelenggaraan Perlindungan dan Tahun 2020 dan PP Nomor 22 Tahun 2021
pengelolaan lingkungan hidup; Pengelolaan Lingkungan Hidup; | yaitu:

b. Mengoordinasikan  pengendalian | 3. PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang 1) PersetujuanLingkungan;
terhadap pencemaran dan/atau Penyelenggaraan Perizinan Berusaha 2) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air;
kerusakan lingkungan hidup; Berbasis Risiko; 3) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara;

c. Menetapkan pola dan rencana | 4. PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang 4) Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut;
pengendalian lingkungan hidup Perizinan Berusaha Di Daerah,; 5) Pengendalian Kerursakan Lingkungan Hidup;
pada ekosostem DAS, daratan, 6) Pengelolaan Limbah 83 dan Pengelolaan
pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, | Limbah nonB3;
serta wolayah lintas 7) dana penjaminan untuk pemulihan fungsi
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup;

d. Menetapkan pola dan rencana 8) Sistem Informasi Lingkungan Hidup;
pengendalian terhadap 9) pembinaan dan Pengawasan; dan
pencemaran dan/atau kerusakan 10) pengenaan sanksi administarif
air, tanah, wudara, kebisingan, (LIHAT MATRIK ANEV KOLOM 2 SAMPAI
getaran, kebauan dan radiasi; DENGAN KOLOM 11)

e. Menetapkan pedoman, prosedur, ' b. kebutuhan muatan local dalam pelindungan dan
dan standar pengendalian } pengelolaan lingkungan hidup antara lain:
terhadap pencemaran dan/atau 1) Kerjasama/kemitraan dan sinergi dalam
kerusakan lingkungan hidup; rangka  pelaksanaan  pelindungan dan

f. Menerbitkan dan mencabut pengelolaan lingkungan hidup;
perizinan di bidang lingkungan

. hidup:
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kelayakan
lingkungan hidup suatu recana
usaha dan/atau kegiatan;

h. Menetapkan baku mutu
lingkungan hidup daerah dan
laboratorium lingkungan;

i. Menetapkan daya tampung beban
pencemaran air pada sumber air,
kelas air, status mutu air, mutu air
sasaran pada sumber air sungai
lintas wilayah Kabupaten/Kota,
dan status mutu udara ambien
Daerah;

Fasilitasi  penanganan  sengketa
lingkungan hidup lintas
Kabupaten/Kota

PERSETUJUA
N
LINGKUNGAN

kajian

2) Kebuthan muatan lokal lain yang bersifat
teknis dalam pelindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup

(LIHAT MATRIK ANEV KOLOM 2 SAMPAI

DENGAN KOLOM 12-13)

c. Mencabut beberapa Produk Hukum di bidang
pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
yvang terdampak UUCK yaitu:

1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah;

2) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun
2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air Lintas
Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah.

3) Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun
2004 tentang Baku Mutu Air Limbah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan |
Daerah Nomor 5 Tahun 2012.

4) Pergub Laboratorium Nomor 52 Tahun 2005
tentang Prosedur Penunjukan Labolatorium
Lingkungan Pemerintah Dan Labolatorium
Lingkungan Swasta Di Provinsi Jawa
Tengah.

Peraturan

Berdasarkan ketentuan

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan

bahwa :

A. Persetujuan Lingkungan Hidup wajib
dimiliki oleh setiap Usaha dan/atau
Kegiatan yang memiliki Dampak Penting
atau tidak penting terhadap lingkungan
(Pasal 3 ayat (1))

B. Persetujuan Lingkungan merupakan
syarat Penerbitan Perizinan Berusaha
atau Persetujuan Pemerintah
dilakukan melalui penyusunan amdal
dan uji  kelayakan amdal serta

yang |

penyusunan formulir UKL-ULP. (Pasal 3 |

perlu pengaturan terkait Persetujuan Lingkungan
untuk setiap rencana usaha dan/atau Kegiatan
yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup yang
wajib memiliki:

a. Amdal;
b. UKL UPL;
c. SPPL;
d. DELH dan DPLH;
e. Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup
Yang menjadi kewenangan Gubernur dalam
pemberian  Persetujuan  Lingkungan  Hidup
sebagaimana dijelaskan dalam Kolom Evaluasi.
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ayat (3) dan ayat (4).
C. Kewenangan Gubernur dalam pemberian
persetujuan Lingkungan Hidup meliputi:
1. AMDAL
a. Berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 22
Tahun 2021 bahwa Persetujuan
Lingkungan dilakukan melalui
penyusunan Amdal dan Uji
kelavakan Amdal
penyusunan Formulir UKL-
UPL dan pemeriksaan
Formulir UKL-UPL
b. Berdasarkan ketentuan Pasal 79
ayat (2) PP Nomor 22 Tahun 2021,

bahwa:

- Uji  Kelayakan Lingkungan
Hidup dilaksanakan oleh Tim
Uji Kelayakan Lingkungan

Hidup yang berkedudukan di

Provinsi untuk jenis Rencana

Usaha dan/atau kegiatan :

1) Yang Perizinan Berusaha

atau Persetujuan

Pemerintah diterbitkan

oleh Gubernur;

berlokasi di :

lintas Kabupaten/Kota

vang berada dalam 1

(satu) Provinsi;

dan/atau

wilayah laut paling jauh

dari garis pantai kea rah

laut 12 (dua belas) mil

dari garis pantai ke arah

laut lepas; dan/atau

3) vang peretujuan
Pemerintah diterbitkan
oleh Bupati/Walikota dan
organisasi Perangkat
Daerah yang membidangi
Lingkungan Hidup
Kabupaten/Kota bertindak |

2)

Gambaran struktur pengaturan sbb:

BAB ...
PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

(1) Persetujuan Lingkungan Hidup wajib dimiliki oleh
setiap Usaha dan/atau Kegiatan yvang memiliki
Dampak Penting atau tidak penting terhadap
lingkungan (Pasal 3 ayat (1))

(2) Persetujuan Lingkungan merupakan syarat
Penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan
Pemerintah yvang dilakukan melalui penyusunan
amdal dan uji kelavakan amdal serta penyusunan
formulir UKL-ULP.

Bagian Kedua
Penyelengaraan AMDAL

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan UKL UPL

Bagian Keempat
Penyelenggaraan SPPL

Bagian Kelima
Penyelenggaraan DELH dan DPLH

Bagian Keenam
Perubahan Persetujuan Lingkungan Hidup

Bagian Ketujuh
Pendelegasian Pemberian Persetujuan Lingkungan
Hidup




kegiatan.

. UKL-UPL
a. Berdasarkan ketentuan Pasal 58

dan Pasal 61 PP Nomor 21 Tahun

2021, bahwa:

- Gubernur mekakukan
pemeriksanaan adminsitrasi
dan pemeriksaan substantif
terhadap Formulir UKL UPL
untuk Usaha dan/atau
Kegiatan yang:

1) Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah

diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Provinsi;

2) berlokasi di lintas daerah
Kabupaten/Kota vang

berada dalam 1 (satu)
Provinsi; dan/atau

3) Berlokasi di wilayah laut
paling jauh dari garis
pantai kea rah laut 12 (dua
belas) mil dari garis pantai
ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan
kepulauan

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 62

PP Nomor 21 Tahun 2021, bahwa

dalam hal pemeriksaaan
administrasi dan substantif
formulir UKL UPL telah sesuali,
Gubernur memberikan
Persetujuan Penyrataan
Kesanggupan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 62
ayat (6), maka pelaksanaan |
kewenangan persetujuan
Pernyataan Lingkungan Hidup
dilakukan oleh Kepala Perangkat
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Daerah Provinsi
yvang membidangi Lingkungan
Hidup.

3. SPPL

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

(2) dan Pasal 65 PP Nomor 22 Tahun

2021 maka:

a. Rencana Usaha dan/atau
Kegiatan vyang wajib memiliki
SPPL meliputi:

1) Jenis rencana Usaha
dan/atau Kegiatan yang
tidak memiliki Dampak
Penting dan tidak wajib
UKL-UpL;

2) merupakan Usaha
dan/atau Kegiatan Usaha
Mikro dan kecil yang tidak
memiliki Dampak penting
terhadap Lingkungan
Hidup; dan/atau

3) termasuk .jenis rencana
Usaha dan/atau Kegiatan
vang dikecualikan dari
wajib UKL-UPL.

b. SPPL bagi usaha dilakukan oleh
Pelaku Usaha diintegrasikan ke
dalam nomor induk berusaha.

4. DELH dan DPLH

- Berdasarkan ketentuan Pasal 88
PP Nomor 22 Tahun 2021 maka:
a. Persetujuan Lingkungan

untuk setiap rencana usaha

dan/atau Kegiatan vang telah
melaksanakan Usaha
dan/atau  Kegiatan, telah
sesuai dengan rencana tata
ruang namun tidak memiliki
dokumen lingkungan hidup
melalui DELH dan DPLH.
b. Gubernur  sesuai dengan
kewenangannya melakukan
penilaian DELH atau
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pemeriksanaan DPLH melalui
system informasi dokumen
Lingkungan Hidup;

c. Kewenangan Gubernur dalam
melakukan penilaian DELH
dan  pemerisksaan  DPLH,
dilakukan untuk usaha
dan/atau kegiatan yang :

- Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah

diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
Provinsi,

- berlokasi di lintas daerah
Kabupaten/Kota yang

berada dalam 1 (satu)
Provinsi; dan/atau

- Berlokasi di wilayah laut
paling jauh dari garis
pantai kea rah laut 12 (dua
belas) mil dari garis pantai

ke arah laut lepas
dan/atau ke arah perairan
kepulauan

Berdasarkan ketentuan Pasal 88
ayat (4) PP Nomor 22 Tahun 2021
bahwa berdasarkan Berita Acara
Penilaian DELH atau pemeriksaan
DPLH, Gubernur menerbitkan
persetujuan DELH atau DPLH.

Sesuai UU Nomor 30 Tahun 2014

tentang Adminsitarsi
Pemerintahan, maka Gubernur
dapat menugaskan Kepala
Perangkat Daerah vang

membidangi Lingkungan Hidup
Dalam menerbitkan persetujuan
DELH dan DPLH







